BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR

425/Kep.262-Disdik/2022

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA KECAMATAN KATAPANG, BALEENDAH

Menimbang

Mengingat

DAN CILEUNYI
BUPATI BANDUNG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, pendirian satuair pendidikan dasar dan
menengah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah;
bahwa agar kegiatan dimaksud pada huruf a
berdaya guna dan berhasii guna, perlu dilakukan
pembentukan satuan pendidikan di  wilayah
Kecamatan Katapang, Baleendah dan Cileunyi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Pembentukan Satuan Pendidikan
Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri pada
Kecamatan Katapang, Baleendah dan Cileunyi,
dengan Keputusan Bupati:
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Undang-Undang Nomor 14. Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang -
Pembentukan Kabupaten Purwakarta . dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



N
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 2301 }:
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repn
Indonesia Tahun 2014 Nomor 242 Tamha
Lembaran Negara Republik Indonesiz No—

Undang-Undang Nomor 23 Tahven 2014 tentang

sebagaimana telah diubah beberapa kali teraikhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Talmn 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran N gara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Ta—fena-
Lembaran Negara Republik Inddnesia Nomor 5373

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ientang

-

Pembagian Urusan Pemerintahan antar= Pemermtah

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintanar rah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Repubis
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambabhan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737k

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 == =z
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indones=
Tahun 2008 Nomor 90);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republx
Indonesia Nomor S5103) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2010
lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tertang  Pengelolaan  da=
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negama
Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessa
Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasiona] Pendidikan (Lembaran Negara
Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

Peraturan Daergh Kabupaten Bandung Nomeor 26

Tahun 2009 tentang  Penyelenggaran Sistem
Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daeran
Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeran
Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang

s

Penyelenggaran  Sistem Pendidikan di Kabupaten

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 22);




Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

B

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan
Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan' dj Kabupaten Bandung ({Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentanrg
Kedudukan dan Susunan Perangkat Dasrah iBerita.
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Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1

aness 1}

-

Bandung Nomor 421.2/1815-Disdik /2013 tar I
27 Juni 2019 tentanig Pembantukan Kelas Jauh SMP
Neger 2 Katapang (Rintisan SMP Neger: 3 Katapangj:

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bandung Nomor 421.2/]909.1-Di5dik, 2021 tanggal
14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jauh syp
Negeri 3 Baleendah (Rintisan sSMmp Negeri ¢
Baleendah);

3.  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Rabupaten
Bandung Nomor 42]..2/1909.2-Disdik/2(321 tanggal
14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jau- Sue
Negeri 1 Baleendah (Rintisan SMP Negeri 3
Baleendah);

4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan - Kabupzie
Bandung Nomor 421.2/’1909.6-Disdik/202‘_ tanggal

14 Juni 2021 tentang Pembentukan Kelas Jauh SMP

Negeri 1 Cileunyi (Rintisan SMP Negeri 5 Cileunyi:

1.  Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ®abupaian

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolzh
Menengah Pertama Negeri pada Kecamatan Katapang
Baleendah dan Cileunyi, dengan daftar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan inj.

Terhadap pelaksanaan, peéngawasan dan pengendalian
Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Perizma=
Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangu-z

.-

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang=-

yang berlalku.

Hal hal yong belum diatur dalam keputusan inj
Scpanjang mengenai teknis pelaksanaam:-}'a diatur
kemudian oleh Kepala Dinas dan melaporkannya ke=padaz
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KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlakiy pafda tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 April 2022

TEMBUSAN, disampaikan kepada
Yth. 1. Pimpinan'DPRD Kabupaten Bandung
2. Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR ' 425/Kep.262—Disdik/2022
TANGGAL : 4 April 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN

PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA KECAMATAN KATAPANC,
BALEENDAH DAN CILEUNY]I

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA KECAMATAN KATAPANG, BALEENDAH DAN CILEUNYI

'NO NAMA SEKOLAH KECAMATAN
| 1. | SMP NEGERI 3 KATAPANG KATAPANG

2._| SMP NEGERI 4 BALEENDAH BALEENDAH

3. | SMP NEGERI 5 BALEENDAK BALEENDAH J
| 4. | SMP NEGERI 5 CILEUNY] CILEUNY] N




